
1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
IZIN	:	02203061728320010

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	Indonesia	menerbitkan	Izin	kepada	Pelaku	Usaha
berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : PT	CLARO	KREASI	ABADI
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 0220306172832
3. Alamat	Kantor : KOMPLEK	RUKO	PERMATA	BOULEVARD	BLOK	BH	NO.1,	JALAN	RAYA

POS	PENGUMBEN	,	Desa/Kelurahan	Srengseng,	Kec.	Kembangan,	Kota
Adm.	Jakarta	Barat,	Provinsi	DKI	Jakarta,
Kode	Pos:	11630

4. Status	Penanaman	Modal : PMA
5. No.	Telepon : 087881011466
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: 80100	-	Aktivitas	Keamanan	Swasta

7. Lokasi	Usaha : Komplek	Ruko	Permata	Boulevard	Blok	BH	No.1,	Jalan	Raya	Pos
Pengumben,	Srengseng,	Kembangan,	Jakarta	Barat	11630,
Desa/Kelurahan	Srengseng,	Kec.	Kembangan,	Kota	Adm.	Jakarta	Barat,
Provinsi	DKI	Jakarta,	
Kode	Pos:	11630

8. Status : Telah	memenuhi	persyaratan

Lampiran	Izin	ini	memuat	daftar	persyaratan	dan/atau	kewajiban	sesuai	dengan	kode	KBLI	Pelaku	Usaha	dan	merupakan	bagian
tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Izin	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Izin	 tersebut	 di	 atas	 wajib	 menjalankan	 kegiatan
usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	8	Juli	2025

a.n.	Kepala	Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia
Menteri	Investasi	dan	Hilirisasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	8	Juli	2025



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

IZIN	:	02203061728320010

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

80100 Aktivitas
Keamanan
Swasta

Tinggi Persyaratan:	
-	Daftar	personil	(sesuai	dengan	struktur)	berikut	daftar	riwayat
hidup/curriculum	vitae	masing-masing	kemudian	ditandatangani
oleh	yang	bersangkut;
-	Surat	pernyataan	bermeterai	tidak	menggunakan	tenaga	kerja
asing,	apabila	menggunakan	tenaga	asing	agar	melampirkan
surat	izin	sebagai	tenaga	asing	dari	Kemenaker,	Kemenkumham,
dan	Baintelkam	Polri;
-	Surat	pernyataan	bermeterai	akan	menggunakan	seragam
Satpam	sesuai	ketentuan	Polri;
-	Foto	copy	sertifikat	keanggotaan	Asosiasi	bidang	pengamanan
yang	terintegrasi/	terdaftar	di	Polri;
-	Bukti	setoran	PNBP;
-	Foto	copy	Sertifikasi/	Ijazah	dan	KTA	Gada	Utama	milik	CEO/
pemilik,	dirut	atau	direktur,	manager	operasional	dan	kepala
cabang	untuk	pengurusan	izin	operasional	baru	atau
perpanjangan	BUJP;
-	Daftar	Satpam;	dan
-	Satpam	yang	dikelola	harus	sesuai	dengan	kualifikasi,	serta
memiliki	jaminan	perlindungan	(peralatan	khusus	dan	asuransi
BPJS).

Kewajiban:	
-	Menerapkan	standar	K3L;
-	Melaporkan	laporan	kegiatan	setiap	semester;	dan
-	Merahasiakan	sistem	jasa	pengamanan	para	penggunanya.

Telah
memenuhi
persyaratan

Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia

1	Tahun

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Izin	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Izin	tersebut.

Kode
KBLI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN: 02203061728320010

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan,
sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :    PT CLARO KREASI ABADI

Bidang Usaha :    Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services)

Wilayah Operasional :    Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan maka Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan
ini dapat DIBEKUKAN sewaktu-waktu

Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali
kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri

Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan berlaku selama 1 tahun sejak
diterbitkan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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